BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan
berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio
ketergantungan keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah

Kabupaten di Povinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil analisis data dan

pembahasan dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja
modal. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Nusa
Tenggara Timur dalam mengupayakan peningkatan pendapatan daerah masih
sangat bergantung dari penerimaan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu
dana perimbangan, dan lain — lain pendapatan daerah yang sah sehingga PAD
mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan
daerah.

2. Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini
berarti bahwa kebutuhan masyarakat dimana pemerintah daerah masih lebih
banyak mengalokasikan sumber pendapatannya untuk belanja modal sehingga
pengalokasian belanja modal terealisasikan secara maksimal. Kondisi ini
berarti dalam merealisasikan PAD pemerintah daerah mampu memobilisasi

Pendapatan Asli Daerah untuk pemenuhan kebutuhan belanja modal.

93



94

3. Rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi
belanja modal. Hal ini berarti bahwa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara
Timur masih sangat mengandalkan sumber pendapatan transfer pemerintah

pusat/provinsi untuk membiayai belanja daerahnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang
dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian.
Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak terdapat data revisi anggaran Pemerintah Kabupaten
di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2 Penelitian ini hanya menggunakan data dari periode tertentu, sehingga
hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke periode lain.

3 Model yang digunakan dalam penelitian tidak sepenuhnya
menggambarkan hubungan kompleks antara kinerja keuangan dan
alokasi belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai adjusted R Square
sebesar 11,9 %. Artinya bahwa variabel Alokasi belanja modal (Y) dapat
dijelaskan oleh variabel kinerja keuangan berupa rasio derajat
desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio ketergantungan
keuangan daerah (x) sebesar 11,9 % sedangkan sisanya 88,1 % dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak digunakan di dalam penelitian ini.
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4 Faktor politik dan ekonomi yang tidak terukur dapat memengaruhi
alokasi belanja modal, sehingga hasil penelitian tidak sepenuhnya
mencerminkan pengaruh kinerja keuangan.

5 Karakteristik daerah, seperti tingkat kemiskinan dan infrastruktur, dapat
memengaruhi alokasi belanja modal, sehingga hasil penelitian tidak
dapat digeneralisasikan ke daerah lain.

6 Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke semua pemerintah

kabupaten di NTT atau ke periode waktu lain.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal
bagi Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan peneliti
selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan model yang lebih
kompleks untuk menggambarkan hubungan antara kinerja keuangan dan
alokasi belanja modal.

2. Perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji pengaruh faktor eksternal,
seperti faktor politik dan ekonomi, terhadap alokasi belanja modal.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diharapkan dapat menggali potensi — potensi yang dimiliki daerah
diantaranya pengembangan sektor pertanian, peternakan, pariwisata,
perikanan dan kelautan serta industri dan perdagangan. Selain itu,
pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi penerimaan pajak dari wajib

pajak termasuk pajak daerah yang menghasilkan objek pajak baru.
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Dengan demikian, pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) agar lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan
dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diharapkan lebih mengoptimalkan lagi belanja modal yang hasilnya
dapat digunakanlangsung oleh masyarakat diantaranya pembangunan
infrastruktur, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang dapat
mempercepat pembangunan daerah dansecara langsung berdampak pada
peningkatan pendapatan daerah.

Peneliti Selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama
diharapkan untuk menggunakan lebih banyak rasio kinerja keuangan
yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti rasio keserasian, rasio
pertumbuhan, rasio tingkat pembiayaan SIiLPA serta rasio derajat

kontribusi BUMD.
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